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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Veteran Kornplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41 I 18)

Telepon (0264)201019, Faksimili. (0264) 201019, email:bkpsdrnpwk@gmail.corn
Website : bkpsdm.purwakartakab. go. id

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA BADAIT KTPTEAWAIAIV DAI{
PENGEMBANGAN SI'MBER DAYA MANUSIA

NOMOR: KPG/ Kep. 1 82-BKPSDM /2023
TENTATTG

STAITDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN KTPEGAUIAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MAilUSIA

KEPALA BADAN KTPEGAUIAIAN DAN
PTNGE}TBANGAIT

SUMBTR DAYA MAITTUSIA,

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih

diorientasikan pada peningkatan kinerja unit organisasi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan serta memberikan pelayanan publik, oleh

karena itu perlu diatur sistem dan prosedur kerja

sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan

penunjang tertib administrasi di Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa sistem dan prosedur kerja sebagaimana

dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan

Bupati Purwakarta Nomor 2I2 Talrun 2O2O tentang

Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Frosedur

pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

c. bahwa untuk optimalisasi sistem dan prosedur kerja di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, perlu di susun Standar Operasional

Prosedur;

d. bahwa berdasarkan I"aporan Monitoring dan Evaluasi

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten yang di susun pada tanggal 7 Juli
2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan



Mengingat

2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan
penyesuaian dan perbaikan terkait adanya perubahan

kebijakan dan regulasi yang berlaku.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6aO4;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Mana-jemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2A tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 68,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

64771;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2O2O Tentang

Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta;

e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini;

Standar Operasional Prosedur di Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia meliputi :

BIDANG PENGADAAN:

1. Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

2. Pengusulan Permohonan Data Pegawai;

3. Rekonsiliasi Data Simpeg BKPSDM ;

4. Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil

Negara.

5. Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

6. Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana;

7. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan

Pelaksana;

8. Penerbitan Keputusan Perpanjangan Pegawai Tidak

Tetap (PTT);



9. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Pegawai Tidak

Tetap (PTT);

10. Pengusulan Kenaikan Pangkat;

11. Penyesuaian Masa Kerja;

12. Pengusulan Mutasi Keluar Kabupaten Purwakarta;

13. Pengusulan Mutasi Masuk dari KabupatenlKota

dalam Provinsi;

14. Pengusulan Mutasi Masuk dari Kabupaten/Kota antar

Provinsi;

15. Pengusulan Mutasi Masuk dari Provinsi/Instansi

Pusat;

16. Pengusulan Mutasi Jabatan Pelaksana antar

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta;

17. Pengusulan Pencantuman Gelar;

18. Perbaikan Dokumen Kepegawaian Layanan Bidang

Pengadaan;

1,9. Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen

Kepegawaian;

BIDAITG PEITGEMBAIIGAN SIIMBER DAYA UANUSIA

20. Pasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil;

21. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Nasional (PKN);

22. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Administrator (PKA);

23. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas (PKP);

24. Fasilitasi PenyelenggaraatL Diklat Teknis;

25. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional;

26. Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja;

27. Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat di

Perangkat Daerah;

28. Pengeloiaan Promosi dan Mutasi PNS;

29. Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;



30. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian ljar,ah

(uPI);

31. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1;

32. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2;

33. Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;

34. Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional;

35. Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui

Penyesuaian/ Inpassing;

36. Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui

Perpindahan;

37. Pemberhentian Jabatan Fungsional;

38. Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional;

39. Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Kategori

Keterampilan ke Kategori Keahlian;

40. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional ;

41. Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar;

42. Pengusulan TUgas Belajar;

43. Penerbitan Surat Keterangan Belajar;

44. Perbaikan Surat Keputusan/Perintah;

45. Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan

Fungsional;

BIDAI{G PEMBINAAN DAIT KTSEJAHTERAAN

46. Veri{ikasi Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai;

47. Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS;

48. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi

Anggota Partai Politik {usulan/ permohonan) ;

49. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi

Anggota Partai Politik (temuan);

50. Penerbitan Surat Keputusanlzin Perceraian Bagi PNS;

51. Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);

52. Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya;

53. Penerbitan Surat Keterangan Keluarga;

54. Penerbitan Keputusan Pensiun yang Mencapai Batas

Usia Pensiun (BUP);

55. Penerbitan Keputusan Pensiun Janda/Duda;

56. Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Diberhentikan

Dengan Hormat);



57. Penerbitan Keputusan Pensiun Meninggal Dunia Aktif
(MDA-Tewas);

58. Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Cukup Masa

Pensiun);

59. Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Uzur f Sakit);

60. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat

Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;

61. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);

62. Pengajuan Keputusan Petikan Ke 213 (Keputusan

Pensiun Hilang);

63. Penghargaan Pegawai Berprestasi;

64. Pemberian Bantuan kepada Pegawai;

SEKRETARIAT

65. Penyusunan la.poran Akuntabilitas Kineda Instansi

Pemerintah (LAKIP;

66. Penyusunan Laporan Keuangan;

67. Pengajuan Pencairan Anggaran;

68. Pengelolaan Surat Masuk;

69. Pengelolaan Surat Keluar;

70. Legalisir Dokumen;

71. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) dan Pemeliharaan;

72. Pelaporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa;

73. Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

74. Penempatan Pegawai di BKPSDM;

75. Pengajuan Surat Perintah (SP) dan Surat

Pertanggungjawaban Peq'al;anan Dinas (SPPD) ;

76. Pengajuan Cuti;

77. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja;

78. Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala;

79. Pengelolaan Arsip Aktif;

80. Pengelolaan Arsip Inaktjf;

81. Pengajuan Peminjaman Arsip;

82. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

83. Pengukuran Kinerja;

84. Pengumpulan Data Capaian Kinerja;



KEEMPAT

85. Pengajuan Data Kehadiran dan Kinerja untuk
Pengajuan TPP;

86. Penyusunan la.poran Survei Kepuasan Masyarakat;

87. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RI(A);

88. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRe);

89. Pen5rusunan Rencana Kerja (Renja);

90. Penyusunan Perl'anjian Kinerja;

91. Penyusunan la.poran Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah LPPD;

92. Penyusunan l.aporan Realisasi Fisik Dan Keuangan;

93. Pen5rusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran

(DPA);

94. Penerbitan SPP Dan SPM;

95. Pembentukan Tim Pembangunan hna Integritas;

96. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun

Berjalan;

97 . Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

98. Pengendalian Gratifikasi di Lingkup BKPSDM

Kabupaten Purwakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta;

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN UMBER DAYA MANUSIA

PURW

NrP. 1967o829L99503 100 1
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PEUERIITTNI KABIIPATEIT PT'RWN(ARTA
BADAIT XEPEGAWAIAIT DAIY PEITGE}IBANGAIT SIIilBER DAYA

UAITUSIA

IttouoR soP o1/soP BKPSDM/2O23

TGL. PE}IBUATAN O1 Agustus 2023

TGL. RTTIISI

TGL. EFEKTIF : 28 AIEI@4Q23 I

DISAHI{AN OLEH

dan
Daya Manusia

1995031001

NAMA SOP
peffi"ERB,uxArY
SISTEM KEPEGA1IINAIT

DATA PADA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terfiang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 200O
tentang Kenaikan Pangkat PNS

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2O02
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tah.un 2OO2

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan perbaikan data kepegawaian;
2. Mengetahui SOP peremajaan/perbaikan data pada system kepegawaian;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAIT: PERALATAN / PERLEIYGKAPAN :
- SOP Pengusulan Kenaikan pangkat;
- SOP Pemberhentian Pegawai
- SOP Mutasi Keluar

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERIITGATAI{: PEITCATATAIY DAN PEIIIDATAAIT:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasarr, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN



PEREMA^'AAIT/PERBAITTAN DATA PADA SISTTil KEPEGAWAIAN
Nomor : OI/SOP BI{PSDM/2O23

No URAIAI{ KEGIATAIII

Pel,ekraaa ITUII' BAI(U

KetPereog&at
Daerah

Kepola
BIIPSDM

ScLretarlc
BKPSDM

Kabid
Peagadaar

Xotua Tla Aaggota
Ttm

TtE
Se&retariat

Persyarataa/ Xeleogkapaa Walrtu Ortput

1

Penyampaian usulan permohonan
pemutakhiran/perbaikan data oleh
Perangkat Daerah

(

u4!r r er4r6A4L

Daerah
2. Melengkapi data terkait
pemutakhiran/ perbaikan data
kepegawaian
a- Golongan/KP
b. Pendidikan
c. Pencantuman Gelar
d. PMK
e. Pengajuan PMK
f. Jabatan
g. Diklat
h. Angka kredit
i. Hukuman Disiplin
j. Data Pribadi
K. CPNS/PNS
I. SKP
m. Orang tua
n. Pasangan
o. Anak
p. Penghargaan
q. Organisasi
r. Kineq'a
s. Pemberhentian Sementara

I hari

Surat usulan
permohonan
pemutakhiran/
perbaikan data

c Penerimaan usulan permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data

Surat usulan permohonan
pem utakhiran/ perbaikan data

I hari

iiurat usulan
permohonan
pemutakhiran/
*-L-il,-- 

^-+-

J
Mendispoisikan usulan permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data

I Surat usulan permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data dan
Lembar disposisi

I hari
Dispoisi
pirnpinan

I
Menyampaikan Google Form
Perubahm/ Perbaikan Data
Kepegawaian

L
Disposisi pimpinan I hari

Google Form
Usuian
perubahan/per
baikan data

5
Mengisi Goqgle Form
Perubahan/ Perbaikan Data
Kepegawaian

Google Fom Usulan
perubahan/ perbaikm data

I hari

Isian Coogle
Form Usulan
perubahm/per
baikan data

L- -{--t*T.-

I
I

I

+ --f--l*

----}*r
f-

.L

I



IlIo URAIATT KECIATAIT

Pelatcarra MUTU BAXU

KetPeraagtat
Daerah

Kepala
BKPSDM

SeLrotarlr
BI(PSDM

Katid
Pergadean

Ketue Tla Alggota
TIE

Tta
Setreterlat Pereyaratan/ Keleagtspaa Walrtu Output

6

Pemohon mengunggah dokumen
persyaratan melalui aplikasi SIMPEG
sesuai dengan keperluan datayang
akan dimutakhirkan

T

Isian Coogle Form Usulan
perubahan/ perbaikan data dan
dokumen yarg akan dimutakhirkan
/diperbaiki

t hari
Unggahan
dokumen

7

Verifi kator memeriksa keabsahan
dan kelengkapan data yang
dilampirkan

L-
Unggahan dokumen t hari

Usulan
dokumen
pemutakhiran/
perbaikan yang
telah
diverifikasi

8

Proses pemutakhiran / perbaikan
data pada aplikasi ke SIASN oleh
petugas ADA dan/atau ke SIMPEG
oleh operator SIMPEG

Usulan dokumen
pemutakhiran/ perbaikan yang telah
diverifikasi

I hari

Data yang telah
mutal<hir/Data
yang telah
diperbaiki

9

Penginformasian terkait progress
input data kepa.da kepada pengelola
kepegawaian/ Petugas ADA di unit
keq'a ybs oleh pengelola SIMPEG
BKPSDM

Data yang telah mutakhir/ Data yang
telah diperbaiki

I had
Informasi
Pemutakhiran/
Perbaikan

I
l_

L
I

Jr--[

<_ __l
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PEMERIITTAII KABIIPATEIT PI'RWAI{ARTA
BIIDAIT I{EPEGAWAIAtr DAN PEIYGEMBAIYGAIY SIIMBER DAYA

UAITUSIA

NOMOR SOP o2lsoP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN O1 Agustus 2023

TGL. REI/ISI

TGL. EFEXTIF 28Asuffi- I

DISAIIKAIT OLEH

dan
Daya Manusia

1995031()01

NAUA SOP

-c_\<_-.2/-U
PEIIGUST'LAII PERMOIIOilAIY DATA PEGAWAI

DASAR HUKUM: KUAI,IFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2O0O
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : O42.OSlKep.57-
Diskominfo/ 2022 terrtang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 214 Tahun 2O2l tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan PPID;
2. Mengetahui SOP pemberian data kepegawaian;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAIT: PEE.ALATAN / PERLENGKAPAII:
SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;

2. ATK

PERIITGATAIT: PE1VCATATAIIT DAIY PEITDATAAITT:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN



PENGUSULAN PERMOHONAN DATA PEGAWAI
Nomor :O2ISOP BXPSDM/2O23

lYo URAIAil KEOIATAN

Pela&eaaa MUTI' BAI(U

KetPeaohon Xepala
BKPSDM

Setretarlr
BKPSDil

Xebtd
Peagadaan

Ketua Tlm Aoggota
Tim

TtE
Setretarlat Perayarataa/ lleleagkapaa Wahu Output

I Penyampaian usulan permohonan
data oleh pihak eksternal ? Surat Permohonan data I menit

Surat usulan
permohonan data

2
Penerimaan usulan permohonan
data

I

Surat usulan permohonan
data 1 menit

Registrasi Surat usulan
permohonan data dan
Lembar disposisi

3
Mendispoisikan usulan permohonan
data

__l Surat usulan perrnohonan
data dan Lembar disposisi

30 menit Dispoisi pimpinan

4
Menelaah usulan permohonan data
dengan berdasarkan pada PPID

**l Disposisi pimpinan 30 menit
Disposisi pimpinan ke tim
ke{a

Memberikan data/informasi yang di
butirhkan

T Disposisi pimpinan ke tim
kerja

60 menit
Data/informasi yang di
butuhkan

6
Membuat surat penolakan
pemberian data/informasi yang di
ajukan

{} Disposisi pimpinan ke tim
kerja

10 menit Surat penolakan
pemberian data

Menyampaikan surat pemberian
data atau surat penolakan
pemberian data

Surat pemberian
data/ penolakan pemberian
data

1O menit
Data/informasi yang di
butuhkan
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_J-

i--r- l -)l---1

--,.l
L-__l

*l ,_ l-
L_ "t, -l

ll
_+ {
__)



trtrtrEfl.,
I

PEUERIITTAII KABUPATEIT PURWN(ARTA
BADAIT KEPEGAWAIAIT DAIT PEITGEUBAITGAIY SIIMBER DAYA

UAIYUSLA

NOMOR SOP o3/soP BKPSDM/2023

TGL. PEUBUATAIT 01 Asustus 2O23

TGL. R.STIISI

TGL. EFEKTIF zaffica \

DISATII{AIT OLEH

1995031001

NAMA SOP REKOIYSEIASI DATA SIMPEC} BKPSDM

DASAR HUKUM: IIUALIFINASI PELAI(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentartg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan data pegawai;
2. Mengetahui SOP rekonsiliasi data SIMPEG;
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakart microsofr

office-
4. Memiliki tl66arnpuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERHAITAN: PERALATAJT / PERLEIYGKAPAN :

SOP Perem4jaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERII{GATAIT: PEIVCATATAN DAIT PEITDATAAIT:

SOP berkaitan erat dengan seluruh data kepegawaian yang harus sangat di
perhatikan kebenarannva

Data kepegawaian di SI ASN

1(ARTA

Kepegawaian dan

Manusia
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PEUERIITTAII KABI'PATEIT PURIIIAI{ARTA
BADAIT I(TPEGAWAIAIT DAIY PEIYGEUBANGAIT SI'UBER DAYA

MAITUSIA

ITOMOR SOP o4lsoP BKPSDM/2020

TGL. PEMBUATAIY 01 Asustus 2023

TGL. RT\IISI

TGL. EFEKTIT 28 Agustus 2023 \

DISAIIKAIT OLEH

Kepegawaian dan

Manusia

*

1995031001

NAMA SOP

ppfreiff*li#l FoRMAsr
KEBUTUHAN APARATUR SIPIL
NEGARA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAI(SAIYA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

l. Mengetahui SOP Pen5rusunan Formasi Pegawai
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN perenc€u1aan
4. Mampu berkoordinasi dengan Kementerian dan perangkat daerah
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan tnicrosoft

olfrce
6. Tertib Administrasi

KETERKAITAN: PERALATAIV / PERLEITGKAPAI{ :

SOP Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1. Form pen5rusunan laporan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PEITCATATAIV DAN PEITDATAAN:
Memperhatikan prosedur pengisian data di SI ASN supaya sesuai
dengan kebutuhan prangkat daerah;
Memperhatikan verilikasi berkas persyaratan yang sesuai dengan
formasi yang di butuhkan
Melakukan verihkasi jumlah PNS dan jumlah usulan PNS yang di
ajukan oleh masing-masing perangkat daerah, harus sesuai dengan
iumlah standar PNS untuk Daerah

Data tersinkronisasi dengan SI ASN, dan tersimpan di database BKN
Di lakukan update apabila ada perubahan data
Pengarsipan secara manual dan elektronik
Disusun tiap 5 tahun sekali dan di rincian per tahunnya
Di usulkan tiap tahun, dan bila ada perubahan usulan dilakukan pada
bulan April tahun sebelumnya



PTNGUSUL.AN FORMASI XEBUTUIIAN ASI{
Nomor :O4/SOP BIIPSDM/2O23

No URNA.IT XT.GIATAIT

Pelaksana I[U"U SATTU

NetPerangkat
Daerah

xepala
Bldang

Pengadaan

Sekretaris
BXP6IDU

Kepal*
BXPSDltt

Iletua
Tlm

Anggota Tlm
Pengadaan

Tltr
Sekretarlat Bupatl BKIT Pertyataten / Xelengkapaa Wiktu Output

1
Menyampaikan usulan
fomasi ke BKPSDM

1. Surat dajtar usulan
Fomasi Pegawai dai
pemohon / Perangkat Daerah
2. PetaJabatan
3. Analisis Jabatm
4. Analisis Beban Kerja

t hari Usulan Formasi
Perangkat Daerah

2
Menerima usul fomasi dari
Perangkat Daerah

Usulan Fomasi Permgkat
Daemh

I hari

tlsular fomasi
Perangkat Daerah
dan Lembar
disposisi

Dalam
bentuk
Fisik dm
softcopy

3
Mendisposisi Usul Formasi
dari Perangkat Daerah

I
Usulan fomasi Perangkat
Daerah dm Lembar disposisi

t hari

Llsulan fomsi
Perangkat Daerah
dan disposisi
pimpiuan

4
Memverifi kasi dan menelaah
usulan formasi

L_-*_ l
Usulan formasi Perm gkat
Daeral dan disposisi
pimpinan

2hri

Usulan Fomsi
ymg sudah
diverifrkasi dm
ditelaah

5
Menyusun rencana
kebutuhm tahumn

Usulm Formasi 5rmg sudah
diveriiikasi

3 hari
Draft rencma
kebutuhan tahunan
N-1

Bersama
dengan
Perangkat
Daerah

6
Memproses penetapm
rencana kebutuhan ASN
tahunm

Draft rencana kebutuhan
tahuna:r N-l

5 hili
Rencma Kebutuhan
Tahunan N-l yang
telah ditetapkan

7

Pengusulan usulan formasi
berupa dokumen rencana
kebutuhan ASN melalui link
pengusulm kebutuhm

Rencma Kebutuhm Tahunm
N-1 yang telah ditetapkan

t hari

Usu1an Rencma
Kebutuhan Tahun N-

1 ymg telah
ditetapkan

8
Menerima usul fomasi
tahun N-l

I Usulan Rencana Kebutuhan
Tahunan N-1 yang telah
ditetapkan

t hari Rencam Kebutuhan
Tahum N-1

t---k'-L -J----k

T *--t
I

I

i_] i---l*-r*'
I

I

___l

{_ *l
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PEUERINTAII KABI'PATEIT PT'R\TAI{AR'[A
BADAIT KEPEGAWAIAil DAIT PEITGEUBAITGAIT STIUBER DAYA

UAITUSIA

ITOMOR SOP : OS/SOPBKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATATT O1 Agustus2O23

TGL. REf,IISI \
TGL. EFEKTItr' 28 AndfiftffE'eo23 \

DISA}IKAIT OLIH

dan
Manusia

19950310()1

IVAMA SOP

_"::*#
PEITGADAAIT APARATTTR SIPIL ilEGARA (Asltl

DASAR IIUKUM: KUALIFIXASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tertarrg Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memaha:ni peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Memahami aplikasi SI ASN dari Kemenpan & RB
4. Mengetahui SOP Pengadaan ASN
5. Mengetahui formasi PNS yang telah di tetapkan
6. Mampu berkoordinasi dengan kementerian dan perangkat daerah
7. Tertib Administrasi

KETERI{AITAIT: PERALATAIT / PERLEIYGKAPAIY :

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional
Kabupaten Purwakarta

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIITGATAIII: PEITCATATAII DAN PENDATAAIT:
Penempatan jabatan pelaksana harus sesuai formasi jabatan
pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

Usulan pengadaan melalui SI ASN dari Kemenpan RB
Pengarsipan secara manual dan elektronik
Dilakukan setelah ada penetapan dari Kemenpan & RB mengenai jumlah
pengadaan CPNS tahun berialan



PEI{GADAAII APARATUR SIPIL NECIARA (ASN}

llornor : OS/SOP BI(PSDM/2O23

Igo URAJAI{ XIGIATAIT

MUTU BAI(U

Kettxepala
BKPSD}I

Tlla Sclekst
Daere.h

Kabid
Psrgadaen

xetua TtE Anggota
Tlf, Perrya.rstaa / Kelc,1glIapa,r IaI+u

1
Membentuk paJlitia Pengadaan ASN dart
Tim Penguji

Undangafl; Daftar Hadir t hari
PenerimaancPNS

2

Membuat pengumuman secara terbuka
melalui websrte dan pada papan
pergumuman rnefl indaklanjuti
pengumuman da-ri panitia seleksj pusat

I

a. naraa Jabatan;b. jurnlal lowoflgan
Jabatan;c. unit keda perempatar;d.
kualifikasi pendidikan;e. alamat dan
tempat larnaran ditujukan;t jadwal
tahapan seleksi; dan g. syarat yang
halus dipenuhi oleh setiap pelamar

10 hari

Pengumuman mela.lui
website dan media
lainnya

3
Menerima dan memverifikasi berkas
lamaran; memisahkan yans MS dan TMS

Persyaratan sesuai deflgan Peratu.arr
Pemerintal No. 11 Taiun 2017

2 minggu
Berkas Lalnaran yal1e

MS

Memasukkm berkas lamarar yang MS
ke dalam database kepesawar all

Be.kas Larnaian yang MS I hari
Berkas lamaran masuk
database kepegawaian

5
Mengadakan rapat tenta.nS berkas

Berkas Iamaran yang MS t hari
Berita Acara Hasil
Seieksi Administmsi
(Iahap I)

Mensumumkan hasil Seleksi
Adrniaish asi (Tahap l)

Berita Acara Hasil Seleksi
Administrasi (Tahap I)

I m1rlggu
Pensumuman di
Website dai media

Membagikan kartu ujian Daftar Hasil Seleksi Tahap I I hari Kartu Ujian

Melakukar kerjasama dengai BKN
untuk pelaksanaa.n ujiai seleksi
Penerimaan CPNS mengguflakafl sistem
CAT

__l
Karru Ujia!; KTP t ha-i Petjanjian Ke{asarna

I

Melaksanakan Seleksi Tahap II (Seleksi
Kompetensi Das8r) dan Taiap III (Seleksi
Kompetensi Brdasl bersama Tim Seleksi
Nasioflal

Kartu Ujian; mP 1 trari
Hasil Ujiafl Seleksi
Kompeteflsi Dasa

OutpEt

O-

t+

+2
t-



lYo URAIAil TEGIITTAN

MUTU BAI{U

KettKepala
BIIPSDM

TtE Sole&sl
Daetah

I(abid
Peagadaan

Ketua Tlm Aaggotn
TIE Persyaratao / Kelengtrapaa qfattu Output

10
Mengumumkan Hasil Seieksi Kompetensi
Dasar (Seieksi Tahap II) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (Tahap III)

Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar l minggu
Hasil Ujian Seleksi
Kompetensi Dasar

i1
Membuat Usula:: Nomor Induk Pegawai
dan Meminta Persetujuan Teknis dari
BKN

Daftar Peserta ymg lulus ujian seleksi i hari Surat usulan NIP

1C
Menerima Penetapan Nomor Induk
Pegawai (NiP) dan menyampaikan kepada
CPNS ybs

Surat usulaa NiP Surat Penetapan NIP

13
Melaksanakan rnasa percobaan bagi
CPNS selama 1tahun

I
SK CPNS 1 tahun SK CFNS

14
Meng4jukan pengangkatan menjadi PNS
bagi CPNS ke BKN

Telah lulus mengikuti Diklat Dasar
bagi CPNS; Sehat Jasmani darr Rohani

l minggu
Surat Usulan menjadi
PN$

15
Menerima penetapan CPNS menjadi PNS
dan menyampaikan kepada ybs Surat Usulan menjadi PNS t hari SK PNS

16 Mendokumentasi SK SK PNS t hari $K PNS

+
-t?

fr--
+
*
C:
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PEMERIITTNI KABUPATEN PI'RWAI(ARTA
BAI'AN XEPEGAWAIAIT DAIT PEIYGEMBAITGAIT SI'UBER DAYA

UAITUSIA

NOMOR SOP o6lsoP BKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATAN : O1 Asustus 2023

TGL. REf,IISI I

TGL. EFEKTIF 28 Agrrstrrg.z023

DISA}INAN OLEH

dan
Daya Manusia

*
1995031001

NAMA SOP
oHtH#ffi*ruso,, JABATAI*
PELAITSAIVA

DASAR IITIKUM: KUALIFIKASI PELAT(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
4. Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi

6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 060/Kep.438-Argl2O2l
Tentang : Penetapan Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
2021

1. Memaha:mi peraturan yang terkait jabatan pelaksana
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Tertib Administrasi
4. Mampu berkomunikasi dengan baik;

KETERXNTAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
SOP Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Pelaksana
Peta Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN: PEI{CATATITN DAIY PEIIDATAAN:
Penempatan jabatan pelaksana harn-rs sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;
Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji
kompetensi.

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data

I

\



Back
PEI{ERBITAN I(EPUTUSAIT JABATAN PELAKSANA

ltomor : O6/SOP BBPSDU/2O23

IYo I'RAIAJT HTGIATAII

MUTU BAXU

Ket

Kcpala
Itabld

Pengadern
Ilctua ?lm Aaggota

Tlm Porryaretan/ KelongknPaa UIaktu Output

1
usulan penetapan jabatan pclaksana

perangkat daerah dan mendisposiei

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

t hari

Disposisi Surat

2
Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar
pendidikan pemangku jabatan pelaksana t-

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Rekomendasi penetapan
jabatan pelaksana

3
Membuat surat penolalan penetapan jabatan

pelaksana

Rekomendasi penetapan
jabatan pelakeana

t hari

Surat Penolahan Penetapan
jabatan pelakaana

4
Membuat dan memproees petikan surat
keputusan penetapan jabatan pelaksana

t_ Rekomendaei penetapan
jabatan pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

5
Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan

ke Perangkat Daerah

SK Penetapan Jabatan
Pelakeana

t hari

Daftar penyerahan
dokumen

6 Dokumentasi
SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana



PEMERIITTAII KABT'PATEI{ PI.IRWAI(ARTA
BADAIT KEPEGAWAI,AII DAN PEITGEMBAITGAIT SI'UBER DAYA

uAltusIA

ITOMOR SOP o7lsoP BKPSDU/2023

TGL. PEMBUATAIT O1 Aeustus 2023

TGL. RT1IISI

TGL. EFEKTIF za Asi3d#BP$., \

DISAHXAIY OLEH

dan
paya Manusia

*

1995031001

IYAUA SOP

_-;.::-_-H

PETTERBITA1T KEPUTUSIIIT PEMBERHEITTIAIT
JABATAIT PELAI(SAITA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS
3. Permenpan No. 41 Thn 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
4. Keptusan Bupati Purwakarta No. 067/Kep.554-Orta1al2O2O tentang

Penetapan Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta Tahun 2O2O

L. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Tertib Administrasi

KETERXAITAN: PERALATAIT / PERLENGI(APAIY :

SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
Peta Jabatan
SOP Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat kepada ASN

1, Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIIITGATAIII: PEIICATATAIT DAN PENDATAAIT:
Penempatan jabatan pelaksana harms sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;
Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji
kompetensi.

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data



PENERBITAIT I(EPUTUSAN PEMBERHEI{TIAN JABATAN PELNTSANA

Ilomor : O7ISOP BKPSIDU/2O23

UNAIAIT NEGIATAN

MUTU BAI(U
Ket

Kepala
Kabtd

Pengadaaa
Ketua Tim Ar1ggota

Tlm
Persyarataa/
Kelengkapan

Waktu Output

1
Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana
dari perangkat daerah dan mendisposisi

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

t hari

Disposisi Surat

2
Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar
pendidikan pemangku jabatan pelaksana t-

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Rekomendasi
penetaPan jabatan
pelaksana

-)
Membuat surat penolakan penetapan jabatan
pelaksana

Rekomendasi penetapan
jabatan pelaksana

t hari

Surat Penolahan
penetapan jabatan
pelaksana

4
Membuat dan memproses petikan surat
keputusan penetapan jabatan pelaksana

t_ Rekomendasi penetapan
jabatan pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Peiaksala

5
Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan
Pelaksana ke Perangkat Daerah

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

t hari

Daftar penyerahan
dokumen

6 Dokumentasi
SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

SK Penetapan Jabatan
Pelaksana

+



PEUERIITTATI K/TBUPATEIV PURWAI{ARTA
BADAIT I(EPEGAWAIAIT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

UAIYUSLA

IYOMOR SOP o8/soP aKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN O1 Asustus 2023

TGL. RTTITSI

TGL. EFEKTII. 28 Asusers.?O23 t

DISATIKAN OLEII

dan
Daya Manusia

t
1995031001

ITAMA SOP

.:Y-.=.--;'"-
PEITERBITAIIT HEPUTUSAN PERPAIYJAITGAIT
PEGAWAT TrDAr( TETAP (PTrl

DASAR TIUKUM: KUALIFII(ASI PELAI(SAtrA :

1. UU Nomor 8 Tahun L974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian

2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 201O Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemarnpuan pengoperasian komputer menggunakafl microsoft

affice.
3. Tertib Administrasi

KETERXAITAIT: PERALATAI{ / PERLEITGKAPAN:
SOP Penerbitan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1. Form Surat Keputusan

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet
PERIilGATAIT: PEITCATATAIY DAN PEITDATAAIY:

Memperhatikan catatan kedispilinan PfT APBN tahun sebelumnya
Penempatan honorerjuga sesuai dengan formasi jabatan pelaksana

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data
Verilikasi berkas



PENERBITAN KEPUTUSAN PTRPNIJANGAN PEGAWAI TIDAK TErrAP (PTTI

Nomor : O8/SOP BXPSDM/2O23
MUTU BAKIJ

PELAKSAI|A Kctt
OutputtrIalrtuPersyaratan/

KeleagkaPanAnggota TtIKetua TimI<abtd
Pengadaan

Kepala
BKPSDIU

l{o URAIAIT KEIGIATAI|

Edaran terbit dari
Kabupaten3 hariEdaranSurat Edaran

Kontrak PTT APBD ke

semua perargkat daerah

Mengeluarkan

t hari
honorer (PTT)

Data usulan
KontrakEdaran terbit dari

Kabupaten
surat dan merekaPitutasi

perpanj angan Kontrak Pegawai
honorer (PIT)

2

t hari sesuai persyaratan

daftar kekurangan
berkasnya

usulan
kembali dari
PD dan

angan Kontrak Pegawai
honorer (PTT)

data usulan
3

t hari
Pegawai Tidak TetaP ( PTT )

SK tentang
KembaliUsulan PTT dengan

yang lengkaP4

penetapan SK tentang
Kembali Pegawai Tidak

(PI"r )

penyerahan SKPengangkatan Kembali
Tidak TetaP (PTT )5 SK Ke Perangkat daerah

t hari

Pengangkatan Kembali
Tidak TetaP (Pfi )6 Dokumentasi

1

-l

L-
Dokumentasi



PEUERIITTIIH KABI'PATEIT PT'RWAI(ARTA
BITDAIT KEPEGAWAIAIT DAIT PE1VGEMBAITGAIY ST'UBER DAYA

T[IINUSIA

NOMOR SOP o9lsoP BKPSDM/2O23

TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. RTIIISI

TGL. EFIKTIF 28 Asudq{2Dz3- 
" \

DISAHI(AIY OLEH

dan
Paya Manusia

*

70829L995031001

NAilA SOP

-{w-
PEIIIERBITAN KEPUTUSAII PEUBERHEITTIAIIT
PEGAUIAI TIDN( TETAP (PTT}

DASAR HTIKUM: KUALIFII{ASI PELAKSAITA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO5 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thn 2AOT tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Thn 20O5 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2O18 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Pedanjian Keg'a;

4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2O10 Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki ksrnampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
3. Tertib Administrasi

KBfERI{AITAN: PERALATAIT / PERLEITGXAPAN :

SOP Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERIIITGATAN: PENCATATAN DAIT PENDATAAIY:
Memperhatikan batas usia pemberhentian pegawi honorer (PTT) Di simpan sebagai data manual

Di lakukan update apabila ada perubahan data



PTNERBITAN I(EPUTUSAN PEUBTRIIEITTIAN PEIGAWAI TIDAI( TETAP (PTT}

Ilomor : O9ISOP BXPSDM/2O23

lfo URAIAN I{EGIATAIT

PELAKSAITA MUTU BAITU

KettKepala
BXPSDM

Kabtd
Pengadaaa

Ketua Tlm Aaggota Tlm Persyarataa/
Kelenqkapan

Waku Output

I
Mengeluarkan Surat Edaran
Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke

semua perangkat daerah

Surat Edaran 3 hari
Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten

2

Menerima surat dan merekapitulasi
u sulan pemberhentian Kontrak
pegawai honorer (PTT)

Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten

t hari
Rekapitulasi Data usulan
pemberhentian Kontrak
pegawai honorer (PI"I)

3
Memverifrkasi data u sulan
pemberhentian Kontrak Pegawai
honorer (PIT) -l

Berkas usulan
pemberhentian dari
masing-masing PD

I hari
Rekapitulasi usulan
pemberhentian kontrak
pegawai honorer (PT"l)

4
Memproses penetap€rn SK tentang
PemberhentianPegawai Tidak Tetap
(P/m)

Daftar Usulan PfT dengan
persyaratan yan g lengkap

t hari
Draft SK tentang
PemberhentianPegawai Tidak
Tetap ( PTT )

8
Penyerahan Keputusan Ke perangkat
daerah

L SK PemberhentianPegawai
Tidak Tetap (PT't )

t hari

Daftar penyerahan SK

9 Dokumentasi
SK PemberhentianPegawai
Tidak Tetap (PTT )

Dokumentasi
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PEUERIITTATI KABUPATEIT PT'RWAI(ARTA
BADAIY KEPEGAWAIAIY DAIT PEITGEMBAtrGAIT SIIUBER DAYA

MIIITUSIA

lfolroR soP 10/soP BXPSDM/2023

TGL. PEUAUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2O23 I

DISAHI(AIT OLEH

Kepegawaian

paya Manusia

1995031001

ITAMA SOP
';-=22r/

PEITGTISUUIItrT KENAIKAIT PAITGKAT

DASAR HUKUM: KUALIFII(ASI PELAKSANA :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O18 tentang Manajemen PNS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Peruba-han atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO
tentang Kenaikan Pangkat PNS

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahwn 2OO2
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2O00
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS
2. Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

office.
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
5. Merniliki kemampuan pengolahan data sederhana
6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KEfERXAITAN: PERALATAIT / PERLEITGKAPAIII :

- SOP Peremajaan/perbaikao data pada sistem kepegawaian;
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2, ATK

PERIIITGATAIT: PEIVCATATAN DAN PEIYDATAAIT:

SOP berkaitan erat dengan panglat atasan, TMT pangkat, predikat kineg'a
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenararu:ya

Data kepegawaian di SI ASN



PEI| GUSI'LAIT XEITAIXAN PANGKAT
Ifomor : 1O/8OP BKPSDM/2O23

l{o I,RAIAIT I(EGIATAIY

p6hlrqqna MUTU BAKU

XctPcrargtat
Dacrah

Kepela
Eldrag

P6ngndean

Slckrctartt
BXPSDU

Kcpala
BKPSDM

Xetu.
Ttn

Angote Ttn
Pcagada--

TID
Sckroterlat Bupatl BKIiI Pcrlyarata!/ Xclcn gt.par Waktu Output

1

Menerima surat pemberitahuan
pengu.sulan kenaikan pangkat dari
BKPSDM

Penetapan Periode Usulan
Kenaikan Pangkat p€riode
be{alan dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

t htri
Surat pemberitahuan
Kenaikan Pangkat ke
perangkat daerah

2
Menelaah usul pegawai yang akan
diberikan Kenaikan Pangkat di
masing - masing Perangkat Daerah

l. Suratpemberitahuan
Kenaikan Pangkat ke
perangkat daerah
2. Data Pegawai
3. Rekomendasi Pimpinan

5 hari

Surat Usulan Kenaikan
Pangkat dan daftar
nominatif dari Perangkat
Daerah

J
Menerima dan mencetak usulan
Kenaikan Pangkat dari Perangkat
Daerah melalui link google drive --l Surat Usulan Kenaikan

Pangkat dan daftar nominatif
dari Perangkat Daerah

I hari

Cetakan Surat Usulan
Kenaikan Pangkat dan
daftar nominatif dari
Perangkat Daerah

Dalam
bentuk
softcopy

4 Menyiapkan administrasi disposisi

Cetakan Surat Usulan
Kenaikan Pangkat dan daftar
nominatif dari Perangkat
Daerah

I hari

Cetakan Surat Usulan
Kenaikan Pangkat dan
daftar nominatif dari
Perangkat Daerah &
l,embar disposisi

5
Mendisposisi Surat Usul,an
Kenaikan Pangkat dari Perangkat
Daerah

SUrat Usulan KenqiLqn
Pangkat dan daftar nominatif
dari Perangkat Daerah &
kmbar disposisi

t hari Disposisi pimpinan

6
Menelaah pegawai yang akan
diusulkan Kenaikan Pangkat

T

Y
Disposisi pimpinan 5 hari

Daftar Pegawai yang
masuk input usul
Kenaikan Pmekat

Menginput usul Kenaikan Pangkat Daftar Pegawai yang masuk
input usul Kenaikan Pangkat

5 htri Usulan Kenaikan Pangkat
melalui SIASN

I Menginput berkas Kenaikan
Pangkat oleh petugas ADA

Usulan Kenaikan Pangkat
melalui SIASN

10 hari Usulan Berkas Kenaikan
Pangkat melalui SIASN

9
Memverifikasi berkas KP oleh
petugas Approval/Teken Usul
Kenaikan Pangkat BKPSDM

T1

T2

Usulan Berkas Kenaikan
Pangkat melalui SIASN

10 hari Berkas Approval

10
Memproses Penetapan Persetujusn
Teknis Kenaikan Pangkat Berkas Approval 1O hari Persetujuan Teknis

l1 Memproses Penetapan Keputusan
Kenaikan Pangkat t-

Persetujuan Teknis 3 hari Draft Keputusan
Kenaikan Pangkat

72
Penetapan Keputusan Kenaikan
Pangkat

Draft Keputusan Kenajkan
Pangkat 3 hili Keputusan Kenaikan

Pangkat

13
Pemeriksaan kembali hasil
penetapan dan penyiapan tanda
terima penyerahan Keputusan

___l Keputusan Kenaikan Pa[gkat I hari
Daft r N^ma dan
Keputusan Kenaikan
Pangkat

l4 Menerima Keputusan Kenaikan
Pangkat

Daftar Nama dan Keputusan
Kenaikan Pangkat

I hari Tanda Terima

I -l

T fl. ___l

'i:f

-r
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PEMERIITTAH KABI'PATEIY PT'RWAI(ARTA
BADA1Y KEPEGAIIIAIAN DAIT PEITGEMBAITGAIY STIMBER DAYA

ilAITUSIA

IYOMOR SOP 11/SOP BKPSDM/2023

TGL. PEMBUATAN O1 Oktober 2023

TGL. RSlIISI

TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023

DISAHKAN OLEH

Kepegawaian
bangan

Manusia

1995031001

IYAMA SOP
"-==s=Z-

PEITYESUAIAIT MASA KERJA

DASAR HTIXUM: KUALIFII{ASI PELAI(SAITA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentarrg Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO
tentang Kenaikan Pangkat PNS

1. Memaharni aturan yang berkaitan dengan Penyesuaian Masa Kerja ASN
2. Mengetahui SOP Penyesuaian Masa Kerja ASN
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsofi

olfice.
4. Memiliki kemarnpuan pengolahan data sederhana
5. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAIY: PERALATAN / PERLEITGKAPAIT :
SOP Peremqjaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERIIYGATAN: PEII CATATAIY DAIY PEIYDATAAIY:

Penyesuaian masa kerl'a berkaitan erat dengan kenaikan pangkat dan
penyesuaian iqazah

Data kepegawaian di SI ASN



PEI|YESUAIAIY MASA KERJA PEIEAWAI NPGTRI SIPIL

Ilomor : 011/SOP BII}SDII/2O23

No I'RAIAN reGIATAII

Pelataana UUTU BAtrI'

Ket
Penngkat

Dacnh

Kepala
Bldug

Peagadam

acket{ir
BKPEDU

Kepala
BKPSDI[

Kctue
Tim

Arggota
TtE

TiB
Setretarlet

Bupati BKN Peraymtaa/ KelengkaPm Wahu Output

I
Menerima surat pemberitahuan
pengusulan PenYesuaian Masa

Kerja dari BKPSDM

Penetapan Periode Usulan
Penyesuaian Masa Kerja Periode
berjalan dal;am lingkuP
Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

f hari
Surat pemberitahuan
Penyesuaian Masa Kerja ke
perangkat daerah

2

Menelaah usul Pegawai Yang akan

diberikan PenYesuaian Masa Kerja
di masing - masing Perangkat
Daerah

I

'l
i I

1. Surat pemberitahuan
Penyesuaian Masa Kerja ke
perangkat daerah
2. Data Pegawai
3- Rekomendasi Pimpinan

5 hari

Surat Usulan PenYesuaian
Mas Kerja dan daftar
nominatif dari Perangkat
Daerah

Menerima dan mencetak usulan
Penyesuaian Masa Keq'a dari
Perangkat Daerah melalui linl<

google drive

Surat Usulal Penyesuaian Masa
Ke{a dan daftar nominatif dari
Perangkat Daerah

t hari

Cetakan Surat Usulan
Penyesuaian Masa Kerja dan
daftar nominatif dari
Perangkat Daerah

Dalam
bentuk
softcopy

4 Menyiapkan administrasi disposisi

Cetakan Surat Usulan
Penyesuaian Masa Kerja dan
daftar nominatif dari Perangkat
Daerah

I hari

Qgtakarr Surat Usulan
Penyesuaian Masa Kerja dan

daftar nominatif dari
Perangkat Daerah & Lembar
disposisi

5
Surat Usulan
Masa Ke4'a dari

Perangkat Daerah

___l Surat Usulan Penyesuaian Masa
Kerja dan daftar nominatif dari
Perangkat Daerah & Lembar
disposisi

t hari Disposisi pimPinan

6
Menelaah pegawai Yang akan
diusulkan Penyesuaian Masa Kerja

_l Disposisi pimpinan 5 hari
Daftar Pegawai yang masuk
input usul PenYesuaian
Masa Kefa

7
Menginput usul PenYesuaian Mas
Kerja

t

+l
Daftar Pegawai yang masuk inPut
usul Penyesuaian Masa Kerja

5 hari
Usulan Penyesuaian Masa

Kerja melalui SIASN

8
Menginput berkas Penl'esuaian
Masa Kerja oleh Petugas ADA

Usulan Penyesuaian Masa Kerja
melalui SIASN

10 hari
Usulan Berkas PenYesuaian

Masa Kerja melalui SIASN

I
berkas KP oleh

Approval/Teken Usul
Penyesuaian Masa Kerja BKPSDM

T1

r2

Usulan Berkas Penyesuaian Masa
Kerja melalui SIASN

'lO hmi Berkas Approval

10
Memproses Penetapan Persetujuan
Teknis Penyesuaian Masa Kerja

Berkas Approval 1O hari Teknis

?
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